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LAMPIRAN I

Daftar wawancara

A. Ditujukan kepada bapak Camat Salapian, Sekertaris kecamatan Salapian, Kasi
Pemerintahan Kecamatan Salapian dan warga yang mendaftarkan hak atas

tanah

1. Bagaimana Keahlian Petugas kecamatan salapian dalam pelaksanaan
pembuatan Akta Tanah ?

2. Bagaimana cara yang dilakukan aparat pemerintahan kecamatan salapian
dalam mengatasi permasalahan yang ada didalam pembuatan Akta tanah?

3. Bagaimana pembiayaan mengenai pembuatan Akta tanah?

4. Bagaimana cara aparat pemerintahan kantor camat salapian dalam
melakukan pembinaan pemahaman mengenai prosedur pembuatan akta
tanah kepada masyarakat?

5. Bagaimana keahlian petugas kantor kecamatan dalam pembuatan Akta

tanah?
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